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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara konstitusi penanggulangan kemiskinan adalah tugas dan tanggung

jawab Negara terhadap rakyatnya atau seluruh tumpah darah Indonesia

sebagaimana  tertuang  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945. Tujuan  Negara  ini

merupakan salah satu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya.

Semangat  tersebut  dituangkan  dalam  berbagai  kebijakan  dan  program sebagai

perwujudan harapan cita cita pendiri bangsa yaitu masalah kemiskinan dan

penangulanganya, dimana Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum

terselesaikan di  negeri  kita.  Kemiskinan  telah  hadir  dalam  realitas  kehidupan

manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena

kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kemiskinan merupakan

masalah yang sangat komplek, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak

yang ditimbulkan.

Agenda pengentasan kemiskinan pembangunan ekonomi nasional di

Indonesia selama  ini  masih terus dilakukan dan belum  mampu  meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah masih tingginya

angka kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang harus dihadapi

pemerintah. Rendahnya tingkat kesejahteraan ini terlihat pula dari masih

meluasnya masalah kemiskinan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat

disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain



keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat

dipandang  dari rendahnya pendidikan  dan pendapatan. Adapun penyebab dari

faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. .

Dengan adanya permasalahan kesejahteraan,  maka pemerintah membuat

kebijakan-kebijakan atau program-program untuk mengurangi masalah tersebut.

Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan

Langsung Tunai merupakan sebagai pemberian sejumlah uang tunai kepada

masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM

dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu. Program Bantuan

Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil oleh

pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan

Bantuan  Langsung  Tunai  dan  dilanjutkan dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  3

Tahun 2008 Tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk

Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) sebagai kompensasi pengurangan subsidi

BBM.

Program BLT-RTS ini  dalam pelaksanaanya diharapkan dapat  langsung

menyentuh dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, mendorong

tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan

ruRumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari

kenaikan harga BBM. Penerima BLT-RTS meliputi rumah tangga sangat miskin

(poorest),  rumah tangga miskin (poor), dan rumah tangga hampir miskin (near

poor) di seluruh wilayah Indonesia.



Mencermati program pemerintah tersebut sebagai upaya dan langkah

mengurangi beban dan kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati

masyarakat. Sehingga masyarakat beramai-ramai menyambut gembira pemerintah

atas program ini. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf

kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran program dan pendapat

sebagian masyarakat dirasa kurang efektif, karena bantuan ini sedikitnya

mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin

yang pendapatannya  makin  turun dibawah kebutuhan  rata-rata  normal.  Kedua,

menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif

sudah sangat rendah.

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai bagi rumah tangga sasaran

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah membantu

masyarakat  miskin  agar  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  mencegah

penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi,

meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Depsos, 2008). Dalam hal

pemberian BLT telah ditetapkan persyaratan atau kriteria yang dalam pelaksanaan

dilapangan rentan penyalahgunaan, walau program BLT ini bertujuan membantu

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi sebagian orang menggunakannya

untuk hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Intinya digunakan untuk

kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain

fungsi yang  disalahgunakan, validitas  data  masyarakat  miskin  yang  diragukan

sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada

masyarakat yang berhak.



Pada tahun 2020 Indonesia termasuk negara yang terkena wabah Covid-

19 sehingga menyebabkan semakin bertambahnya penduduk miskin karena

berbagai kebijakan penanganan wabah berdampak pada masalah sosial ekonomi,

berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat

berpengaruh pada penurunan daya beli  sebagian banyak masyarakat  khususnya

rumah tangga dengan pendapatan rendah atau  rumah  tangga miskin. Dampak

sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh

bagi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  adanya  pembatasan

kegiatan ekonomi yang secara makro  menurunkan pertumbuhan ekonomi dan

menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi

meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka

menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan

pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem

keuangan menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi

masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS)

termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri  Desa PDTT Nomor 6 Tahun

2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan



Bantuan Langsung  Tunai yang  bersumber  dari  Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa).

Berdasarkan  Surat  Edaran  Bersama Kemenkeu  dan Kementrian  PDTT Nomor

08/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun Anggaran 2021, bahwa

Dana Desa (DD) T.A 2021 Wajib digunakan untuk BLT Desa diberikan kepada

keluarga kurang mampu atau miskin yang diputuskan melalui Musyawarah Desa

dengan Hasil Penetapan musyawarah desa.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai

kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor  40 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan

Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan

ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran

sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

(BLT-Dana Desa)  di  Desa  Piloliyanga Kecamatan  Tilamuta  Kabupaten

Boalemo?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat

memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

(BLT-Dana Desa)  di  Desa  Piloliyanga Kecamatan  Tilamuta  Kabupaten

Boalemo?

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam rencana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian

Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung  Tunai-Dana Desa

(BLT-Dana Desa)  di  Desa  Piloliyanga Kecamatan  Tilamuta  Kabupaten

Boalemo sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan

keilmuan yang akan datang. Memberikan sumbangan penting dan untuk

mendapatkan gambaran yang jelas tentang Bagaimana Pelaksanaan

Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa

Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan

dan pertimbangan bagi pimpinan dan pemerintah  desa dan  aparatur

dalam Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana



Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta

Kabupaten Boalemo.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Bagaimana

Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

(BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten

Boalemo.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam

melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan

di bidang ilmu pengetahuan.



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dana Desa

Menurut  Undang Undang  Desa,  Dana  Desa  didefinisikan  sebagai  dana

yang bersumber dari APBN yang diperuntukan desa yang ditransfer melalui

APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaaan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan lain sebagainya sesuai ketentuan.

Dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam rangka negara kesatuan

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi

kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai

subjek dari kesejahteraan.

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari  APBN, namun sebelum

adanya anggaran Dana Desa, di setiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa

namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan Alokasi Dana Desa didapat

dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah

kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sehingga untuk pembangunan  fisik  belum terlihat  kemajuannya  sebab Alokasi

Dana Desa itu pula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan



kegiatan  fisik.  Saat  ini  pemerintah desa dapat  merasakan bantuan penambahan

keuangan yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara langsung ditransfer ke pemerintah daerah.

2.1.1. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana

desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan

adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan

desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.

2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan

di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan

keadilan dan kearifan lokal.

4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya

dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

desa.

7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).



Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30%

alokasi  dana desa dipergunakan untuk operasional  penyelenggaraan pemerintah

desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional  BPD,  biaya

operasional  tim penyelenggara alokasi dana   desa.   Sedangkan   70%   dana

desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana

dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan

dan  bantuan  keuangan  kepala lembaga  masyarakat desa,  BUMDes,  kelompok

usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada

lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.1.2. Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk  pembiayaan pelaksanaan program dan

kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk  membiayai bidang pemberdayaan

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian

target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;

b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,

yang diantaranya dapat meliputi:

a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;

b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha

tani;

c. Pembangunan dan pemeliharaan  sarana dan prasarana  embung

desa;

d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;

e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;

g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal

guna  meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan

wirausaha,  peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi

masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan

dari  pengelolaan  keuangan Desa dalam  APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai

Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan

melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung

jawabkan secara admistratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa

dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan

terkendali.



2.2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung  Tunai atau  disingkat  BLT  adalah  program  bantuan

pemerintah  berjenis  pemberian  uang tunai  atau  beragam bantuan lainnya,  baik

bersyarat (maupun tak bersyarat (untuk masyarakat miskin). Besaran dana yang

diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda

tergantung  kebijakan pemerintah. Indonesia merupakan negara penyelenggara

BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan,

jaminan  kesehatan,  dan  pendidikan  dengan  target  pada  tiga  tingkatan:  hampir

miskin,  miskin,  sangat  miskin.  BLT dilakukan  pertama kali  pada  tahun 2005,

berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung

Sementara  Masyarakat  (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai  respon

kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari

program ini adalah membantu  masyarakat miskin  untuk tetap memenuhi

kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh

beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

a. Asal usul BLT di Indonesia

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia

naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak.  Hal ini dilakukan

dengan alasan  BBM bersubsidi  lebih  banyak digunakan oleh  orang-orang dari

kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui

dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah

digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun



2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak

dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat

miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk

pertama kalinya  pada tahun 2005.  Berdasarkan Instruksi  Ppresiden Nomor 12,

digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober

tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu,

karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada

tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan

terakhir,  pada  tahun 2013,  pemerintah  kembali menyelenggarakan BLT tetapi

dengan nama baru Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang

dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga

miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya. Selain program BLT tak

bersyarat, pemerintah  juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan

nama Program Keluarga  Harapan  (PKH).  PKH adalah  program bantuan untuk

keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan

melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga

miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil

pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama

enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah

diberikan ke 20 provinsi,  86 daerah,  dan 739 sub daerah dengan jumlah telah

menyentuh 816.000 keluarga miskin.



b. Teknis penyaluran BLT

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia

umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga

Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan,  pembagian  kartu BLT, pencairan

dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT

yang terstruktur  baru  diberlakukan  pada  tahun 2008,  dan  mekanisme ini  tetap

digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaran BLT tidak

lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin

(raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah:

1. Sosialisasi dilaksanakan    oleh  Departemen    Komunikasi    dan

Informatika  dan  Departemen Sosial  bersama dengan elemen masyarakat

lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial

kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar,

selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia  untuk diproses. Selesai

diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari  Menteri

Keuangan.  Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor

kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.

3. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana

BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-

masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai,  warga tetap bisa

meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda



Penduduk,  Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari

Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.

4. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan

diperiksa oleh tim khusus dan hasil  laporannya dikirim ke  Departemen

Sosial.

2.3. Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang

kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk

mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp

600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan

diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan

berikutnya.  BLT-DD ini  bebas  pajak.  Jika  kebutuhan  desa  melebihi  ketentuan

maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat

mengajukan usulan penambahan alokasi  Dana Desa untuk Bantuan Langsung

Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan

penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

a. Dasar Hukum Pendataan BLT-Dana Desa

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan

BLT-Dana Desa, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam



Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

Peraturan Menteri  Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana

Desa  dapat  dilihat  pada  pasal  8,  pasal  8A,  serta  pada  Lampiran–1  dan

Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa.

d. Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa

dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal

25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019

tentang  Pengelolaan  Dana Desa.  Pengaturan  yang terkait  dengan BLT-

Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.



g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020

tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana

Desa.

i. Instruksi Menteri  Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa

Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April

2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11

Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi

Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16

April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima

BLT Dana Desa.

l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27

April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.

m.Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020  Tanggal 21



April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon

Penerima BLT Dana Desa.

n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21

April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada

Masyarakat.

b. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata

dalam Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  maupun yang tidak  terdata

(exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan

ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin

yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai

calon  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  BLT-Dana  Desa. Pemberian  BLT-

Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria

serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. Penetapan data keluarga

miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat

membahas pemilahan target  sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan

agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan



keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan

yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

c. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa  calon penerima BLT-Dana Desa

selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara

transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat

menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai

referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk

identifikasi  penerima  bantuan Kartu  Prakerja.  Jika  data  penerima  JPS tersebut

tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan

dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut  adalah  mekanisme pendataan  keluarga  miskin dan rentan calon

penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Proses Pendataan

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan



d. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan

koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut

ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan

dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

1. Pemerintah Pusat

1) Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan

pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon

penerima BLT-Dana Desa.

1. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:

a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD

kabupaten/  kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan

Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD;

dan

b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap

pelaksanaan BLT-Dana Desa.

2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang

berasal  dari  pemerintah  pusat dan daerah serta  mengatur  jumlah target

sasaran serta waktu penyalurannya.



Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah

kabupaten/  kota,  pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran

bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan

sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

2.4. Kerangka Berpikir

Berbicara  tentang  pelaksanaan  program Bantuan Langsung  Tunai-Dana

Desa (BLT-DD) pada masa Pandemi Covid-19 saat ini adalah kita arus mengacu

pada validasi data dan akurasi dampak, sehingga diharapkan program ini benar

benar dapat menyentuh persoalan yang riil (nyata) dan tidak  ada pihak yang

terabaikan dan pihak yang tidak berhak.

Banyak masyarakat memberikan pandangan negatif seputar Bantuan

Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) di Desa Piloliyanga, karena masyarakat

merasa tidak puas atas pelaksanaan.  Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Desa

yang merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menyelenggarakan

aktivitas pelayanan publik melaksanakan program ini mengacu pada standar

prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat yaitu di mulai dari proses

pendataan, proses konsolidasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan.

Sehingga  dengan  mengikuti  alur  proses  tersebut diharapkan  menghasil  daftar

calon penerima yang final. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam

kerangka pikir berikut ini :
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BAB III 

METODE PENELITIAN

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri

keilmuan,  yaitu  rasional,  empiris,  dan sistemastis.  Menurut Sugiyono (2016:2),

metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilimiah untk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dikemukakan  bahwa,  metode  penelitian

dapat diartikan sebagai cara ilimiah untuk mendapatkan data yang valid dengan

tujuan dapat ditemukan,  dapat dibuktikandan dikembangkan suatu pengetahuan

tertentu.

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi obyek

dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana

Desa  (BLT-Dana  Desa)  di  Desa  Piloliyanyg Kecamatan  Tilamuta  Kabupaten

Boalemo. Penelitian ini direncanakan selama dua bulan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan

pendekatan  kualitatif,  dimana  penelitian  deskriptif  adalah  tipe  penelitian  yang

menggambarkan secara umum tentang obyek penelitian. Menurut Sugiyono

(2016:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan antara

variabel yang satu dengan variabel yang lain.



3.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan

penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Pelaksanaan Program

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

3.4. Informan atau Narasumber

Informan atau narasumber adalah orang yang memberikan informasi

data  dalam  suatu  penelitian.  Teknik  penentuan  informan  menggunakan  teknik

purposif, yaitu penentu informan dengan kriteria tertentu atau yang dapat

dipercaya untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan

Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)  di  Desa Piloliyanga Kecamatan

Tilamuta Kabupaten Boalemo. Adapun penentuan informan dalam penelitian

ini dilakukan dengan teknik purposive. Dalam penelitian ini yang menjadi

informan adalah :

1. Kepala Desa : 1 Orang

2. Sekretaris Desa : 1 Orang

3. Kaur Pemerintahan : 1 Orang

4. Kaur Kemasyarakatan : 1 Orang

5. Petugas Pendata : 1 Orang

3.5. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini ada dua sumber

data, yaitu :



1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para

informan dilokasi penelitian.

2. Sumber data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi

penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer, dalam 

penelitian ini digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

a. Wawancara mendalam

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab

kepada informan untuk menggenal lebih jauh terhadap permasalahan yang

diteliti.

b. Observasi dan pengamatan

Yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  pengamatan

langsung pada lokasi penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan

melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu memahami kegiatan yang

terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

3.7. Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:91) analisis data dalam penelitian kualitatif

dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti

sudah melakukan  analisis  terhadap  jawaban yang diwawancarai.  Bila  jawaban

yang  diwawancarai  setelah  dianalasis  terasa  belum memuaskan,  maka  peneliti

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang



dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:91)

mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

datanya  sudah jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data,  yaitu  data reduction,  data

display dan conclusion and drawing/verification.

1. Data reduction (redaksi data)

Data  yang diperoleh  dari  lapangan jumlahnya  cukup banyak,  untuk itu

perlu dicacat secara teliti dan rinci. Serta telah dikemukakan, semakin lama

penelitian ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks  dan

rumit.  Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data dan melalui reduksi data.

Meruduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah  data  direduksi,  maka langkah selanjutnya  adalah  mendisplaikan

data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan

dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut,

maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uruaian  singkat,  bagan,  hubungan antara  kategori  dan

sejenisnya.



3. Conclusion and Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis dalam kualitatif menurut Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (2016:99) adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan yang  dikemukakan  masih  bersifat sementara dan  akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apalabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukungan oleh bukti yang falid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Boalemo, berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999, pemekaran

dari Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo terletak antara

000 23” 55’ Lintang Utara sampai 000 55’ 38’ Lintang Utara serta antara 1220 01’

12’ Bujur Timur sampai 1220 39’ 17’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Boalemo

berbatasan  langsung dengan 3 kabupaten, diantaranya  Kabupaten  Gorontalo  di

sebelah Timur dan Kabupaten Pohuwato di sebelah Barat, serta Kabupaten

Gorontalo  Utara  di  sebelah  Utara.  Sedangkan di  sebelah  Selatan  dibatasi  oleh

Teluk Tomini.

Luas wilayah Kabupaten Boalemo secara keseluruhan adalah 2.300,90 Km2.

Jika dibandingkan dengan terhadap wilayah Propinsi Gorontalo, luas wilayah

kabupaten ini sebesar 18.75%.

Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu

1. Kecamatan Mananggu luas wilayah 18,40 km.

2. Kecamatan Botumoito luas wilayah 20,70 km.

3. Kecamatan Tilamuta luas wilayah 13,53 km.

4. Kecamatan Dulupi luas wilayah 14,18 km.

5. Kecamatan Paguyaman luas wilayah 8,54 km.

6. Kecamatan Wonosari luas wilayah 19,23 km.



7. Kecamatan Paguyaman Pantai luas wilayah 5,41 km.

Wilayah Kabupaten Boalemo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh

karenanya,  Kabupaten Boalemo mempunyai  banyak gunung dengan ketinggian

yang berbeda. Gunung Pontolo di Kecamatan Mananggu merupakan gunung

tertinggi dengan ketinggian 970 meter di atas permukaan laut.Selain punya

banyak gunung, Kabupaten Boalemo juga dilalui banyak sungai. Sungai

terpanjang  adalah  Sungai  Paguyaman yang  terletak  di  Kecamatan  Paguyaman

dengan panjang 139,50km. Sedang sungai terpendek adalah sungai Tilamuta yang

terletak di Kecamatan Tilamuta. Dengan kondisi wilyah Kabupaten Boalemo yang

terletak dekat Garis  Katulistiwa menjadikan daerah ini  mempunyai  suhu udara

rata-rata yang sukup panas yaitu berkisar antara 23,20C sampai dengan 320,9C,

juga mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban

mencapai 78,6% dengan curah hujan tertinggi sebanyak 228 mm di Bulan Mei

dengan jumlah hari hujan sebanyak 31 hari.

Pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan relasinya

dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi

tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,

urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada

Pemerintah Daerah dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang

dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Dalam pembagian urusan ini, desa

dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah



berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah

provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah

pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola

wilayah tingkat desa sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal  1  Desa adalah desa dan desa adat  atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal

2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat

Desa. Dan Pasal 19 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

c. kewenangan lokal berskala Desa;



d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala

Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa

atau  yang  disebut  dengan  nama  lain.  Kepala  Desa  Pasal  26  (1)  Kepala  Desa

bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

f. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

g. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d.

menetapkan Peraturan Desa;

h. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

i. membina kehidupan masyarakat Desa;

j. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

k. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

l. mengembangkan sumber pendapatan Desa;



m. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

n. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

o. memanfaatkan teknologi tepat guna;

p. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

r. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

s. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

t. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

u. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

dan

v. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari

kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;



o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada

akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun

anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir

tahun anggaran.

Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dipimpin oleh

Kepala Desa Hasan Patamani dengan jumlah penduduk 3.451 orang laki-laki dan

3.638 orang perempuan dengan jumlah KK 2.119. dimana sebaran ekonomi

masyarakat dapat di lihat pada table berikut :



Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)910 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja309 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga885 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh917 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu780 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja24 - orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja24   orang

Jumlah keluarga prasejahtera
Jumlah keluarga sejahtera 1
Jumlah keluarga sejahtera 2
Jumlah keluarga sejahtera 3
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus
Total jumlah kepala keluarga

43 keluarga
163 keluarga
611 keluarga
201 keluarga
41 keluarga
1059 keluarga

A. Pengangguran

B. Kesejahteraan Keluarga

Dan perdapatan perkapita dapat dilihat pada table berikut ini :

A. PENDAPATAN PERKAPITA MENURUT SEKTOR USAHA

A.1. PERTANIAN

1. Jumlah keluarga petani 285 Keluarga

2. Jumlah total anggota keluarga petani 866 orang

3. Jumlah keluarga buruh tani 85 Keluarga

4. Jumlah anggota keluarga buruh tani 190 orang

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap keluarga

pertanian

A.2. PERKEBUNAN

1. Jumlah rumah tangga perkebunan

2. Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan

Rp

79 Keluarga

307 orang

3. Jumlah rumah tangga buruh perkebunan

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perkebunan
198 Keluarga

465 orang



5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perkebunan untuk setiap

rumah tangga perkebunan

A.3. PETERNAKAN

1. Jumlah rumah tangga peternakan

2. Jumlah total anggota rumah tangga peternakan

3. Jumlah rumah tangga buruh peternakan

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap

rumah tangga peternakan

A.4. PERIKANAN

1. Jumlah rumah tangga perikanan

2. Jumlah total anggota rumah tangga perikanan

3. Jumlah rumah tangga buruh perikanan

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perikanan

5. Jumlah  pendapatan  percapita  dari  sektor  perikanan  untuk  setiap

rumah tangga perikanan

A.5. KERAJINAN

Rp-

Rp-

Rp-

- Keluarga

- orang

- Keluarga

- orang

- Keluarga

- orang

- Keluarga

- orang

1. Jumlah rumah tangga pengrajin

2. Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin

3. Jumlah rumah tangga buruh pengrajin

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin

5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap

rumah tangga pengrajin

A.6. PERTAMBANGAN

1. jumlah rumah tangga pertambangan

2. Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan

3. Jumlah rumah tangga buruh pertambangan

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk

setiap rumah tangga pertambangan

A.7. KEHUTANAN

1. Jumlah rumah tangga kehutanan

2. Jumlah total anggota rumah tangga kehutanan

34 Keluarga

93 orang

- Keluarga

3 orang

Rp.6.050.000

25 Keluarga

65 orang

- Keluarga

- orang

Rp. 

163.110.000

- Keluarga

- orang



3. Jumlah rumah tangga buruh kehutanan

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh kehutanan

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kehutanan untuk setiap

rumah tangga kehutanan

A.8. INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR

Rp.-

- Keluarga

- orang

1. Jumlah keluarga industri kecil, menengah dan besar

2. Jumlah total anggota keluarga industri kecil, menengah dan besar

3. Jumlah keluarga buruh industri kecil, menengah dan besar

4. Jumlah total anggota keluarga industri kecil, menengah dan besar

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor industri  kecil, menengah

dan besar

A.9. JASA DAN PERDAGANGAN

1. Jumlah rumah tangga sektor jasa dan perdagangan

2. Jumlah total anggota rumah tangga jasa perdagangan

3. Jumlah rumah tangga buruh jasa dan perdagangan

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh jasa dan perdagangan

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor jasa  dan perdagangan

untuk setiap rumah tangga jasa dan perdagangan

5 Keluarga 

21 orang

- Keluarga

- orang

Rp.530.000.00 

0

71 Keluarga

188 orang

- Keluarga

58 orang

Rp.11.975.000

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

Jumlah Kepala Keluarga 1059 KK

Jumlah Anggota Keluarga 3.541orang

Rp.
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga

Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja

Jumlah Total Pendapatan Keluarga

Rata-rata Pendapatan Per-anggota keluarga

863.600.885.750

Rp. 2.849.450.000

Rp. 2.849.450.000

Rp. 12.300.000



4.2. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kurang lebih 2 bulan peneliti

akan menyajikan hasil wawancara dengan pihak desa dan aparaturnya yang

memiliki kapasitas dalam program BLT-DD di desa Piloliyanga terhadap

permasalahan yang ada secara mendalam dalam beberapa tahap yaitu:

I. PROSES PENDATAAN

Dalam proses pendataan  calon penerima BLT-DD terdapat mekanisme

yang berlaku sebagai buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, demikian

hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Piloliyanga  Bapak  Hasan Patamani  dan

petugas dilapangan:

1) Apakah Perangkat Desa menyiapkan data desa dengan kriteria
tertentu? Jawab : Ya. Kami/petugas mendata sebagaimana ketentuan buku
petunjuk yang terbitkan oleh pihak pemerintah yang mencakup profil
penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan,
dan disabilitas.Sehingga petugas yang turun di lapangan telah mengetahui
benar informasi/data yang diperlukan untuk itu. Dan data desa itu
berbentuk data yang dimiliki desa sendiri dan ada data olahan hasil up date
petugas dilapangan. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa

Piloliyanga dimana Kepala Desa selaku pimpinan berkewajiban menyiapkan data

sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas

datu relawan yang dipercayakan untuk mendata setiap anggota masyarakat yang

memiliki potensi berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti

profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan

disabilitas. Data yang ada dapat berupa data asli desa dan data olehan yang

senantiasa data diperbaharui sebagaimana perkembangan social dan lainnya.



Selanjutnya sebelum petugas atau relawan diturunkan ke lapangan (dusun)

rumah rumah warga, maka kepala desa terlebih dahulu membentuk dan

memberikan surat tugas (identitas) mendata sebagaimana hasil wawancara berikut

ini:

2) Apakah peran dan langkah awal Kepala Desa dalam program BLT-
DD? Jawab  :  Ya. Sebelum petugas atau relawan turun ke rumah rumah
(lapangan) di kampung kampung dan dusun dusun terlebih dahulu
dilakukan musyawarah desa bersama seluruh perangkat desa, BPD, Dasa
Wisma dan tokoh masyarakat lainnya bahkan mahasiswa ikut dalam
pertemuan yang khusus untuk membahas tentang rencana dan mekanisme
kerja.  Setelah  ditetapkan  jumlah  petugas  dan  relawan  selanjutnya  desa
menerbitkan SK/surat tugas untuk melaksanakan amanah di maksud
untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana
Desa. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak desa terlebih dahulu

membentuk tim atau petugas / relawan yang dibekali dengan surat tugas sebelum

mereka bertugas di lapangan dalam rangka mendata sehubungan dengan program

BLT-DD tersebut,  dimana  petugas  yang sudah dilengkapi  mandate  diharapkan

dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya  petugas  atau  relawan yang ditugaskan untuk melaksanakan

pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya dengan

perangkat  desa,  dasa  wisma dan tokoh  masyarakat  lainnya.  Hal  ini  tergambar

sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

3) Berapakah (orang) Jumlah pendata yang ditugaskan? Jawab :
Jumlah pendata sesuai dengan ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih
harus bersipat ganjil. Jumlah petugas/relawan secara keseluruhan adalah
25 orang yang terbagi dalam 5 dusun artinya setiap dusun ada 5 orang
pendata. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)



Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

Kepala Desa telah menetapkan jumlah petugas untuk setiap titik lokasi (dusun)

dalam melaksanakan tugas tugas dimaksud. Jumlah pendata sesuai dengan

ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih harus bersipat ganjil. Jumlah

petugas/relawan secara keseluruhan adalah 25 orang yang terbagi dalam 5 dusun

artinya setiap dusun ada 5 orang pendata, dengan kata lain bahwa selain

penentuan petugas juga telah ditetapkan jumlahnya sesuai  kebutuhan yang ada

baik kegiatan maupun anggaran.

Selanjutnya petugas yang sudah ditugaskan ke lapangan untuk mendata

potensi masyarakat yang berhak, maka untuk kegiatan tersebut petugas

menggunakan format yang sudah baku sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan

dan buku petunjuk teknis sebagaimana tergambar dari wawancara berikut ini :

4) Apakah pendataan di tingkat dusun menggunakan formulir
pendataan atau menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19? Jawab:
Ya. Untuk pendataan yang  selama ini  kami lakukan itu menggunakan
formulir atau manual dan setelah pendataan selesai di lapangan lalu
dihimpun dan diolah di kantor desa, setelah selesai semua data yang
diperlukan maka selanjutnya petugas memindahkan data tersebut secara ke
komputer dengan aplikasi yang ada (digital) (Wawancara Senin 21 Maret
2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa pada

saat petugas melakukan pendataan di lapangan (rumah rumah) telah dilengkapi

dengan formulir khusus BLT-DD yang mana setelah dihimpun secara keseluruhan

maka akan dilanjutkan untuk di input ke aplikasi di komputer/digital.

Dan selajutnya pelaksanaan pendataan atau kegiatan apapun pasti ada

tantangan dan hambatannya sebagaimana tergambar dari hasil wawancara berikut

ini :



5) Apa hambatan dalam pelaksanaan proses pendataan? Jawab : Ya,
memang dalam setiap pendataan program apapun kadang terdapat
hambatan-hambatan. Hambatan yang sifat administrasi adalah ada
masyarakat yang belum memiliki kelengkapan berkas kependudukan,
berkas pendukung  bantuan dan lain sebagai. Hambatan lainnya adalah
petugas  dan masyarakat  kesulitan  bertemu pada jam kerja  petugas  atau
relawan sementara rata rata masyarakat mata pencahariannya adalah petani
jadi pagi sampai sore mereka lebih banyak di kebun atau ladang bahkan
dalam kondisi tertentu mereka bermalam di kebun atau digunung. Kendala
lain adalah petugas/relawan tidak masuk kerja karena ada alasan sakit atau
lainnya. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

beberapa hambatan dalam proses pendataan antara lain masih ada beberapa

anggota penduduk yang belum lengkap data kependudukannya, selain dari itu rata

rata penduduk desa piloliyanga bermata pencaharian sebagai petani sehingga pada

saat petugas pendata datang mereka umumnya ada di kebun atau ladang bahkan

dalam momen tertentu mereka harus bermalam di lokasi kebun/ladang.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan hasil wawancara sehubungan

dengan proses konsolidasi dan verifikasi sebagai berikut:

II. PROSES KONSOLIDASI DAN VERIFIKASI

Hasil  wawancara Kepala Desa sehubungan dengan kegiatan  konsolidasi

dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas/relawan akan diuraikan berikut ini :

1) Apa yang dilakukan Petugas / Relawan dalam menghimpun data?
Jawab:  Hasil pendataan dari RT, RW atau dusun yang  sudah di catat
dilapangan selanjutnya petugas akan melakukan pengumpulan /
menghimpun data sesuai zona dan kriteria.  (Wawancara Senin 21 Maret
2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

proses pendataan yang dilakukan petugas/relawan ke rumah rumah dari RT, RW

atau dusun yang sudah di catat dilapangan selanjutnya adalah melakukan



pengumpulan/menghimpun data sesuai dengan zona dan kriteria tertentu. Dimana

hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat data dan akan dapat

memudahkan petugas/relawan dalam proses selanjutnya.

Setelah dilakukan proses tersebut, maka petugas/relawan akan melakukan

langkah verifikasi sebagaimana hasil wawancara (Hasan Patamani/Kades) berikut

ini:

2) Apakah data tersebut dilakukan verifikasi? Jawab: Setiap kali
petugas melakukan pendataan di lapangan dan setelah data yang
diperlukan selesai, maka langkah selanjutnya petugas melakukan verifikasi
secara detail  dan terinci dimana setelah hasil  verifikasi  tidak ditemukan
kesalahan maka langkah selanjutnya dilakukan konsolidasi dengan data
dan petugas lainnya untuk selanjutnya di singkonkan dengan aplikasi yang
ada dimana langkah langkahnya adalah sebagai berikut:
 Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari

daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH
dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial
kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

 Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon
penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa
didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

 Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan
menjadi penerima BLT-Dana Desa.

 Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana
Desa  berdasarkan data  administrasi  kependudukan (adminduk)  yang
dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dinas Dukcapil) kabupaten/kota. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

petugas/relawan telah melakukan tugas atau langkah selanjutnya berupa kegiatan

verifikasi untuk menentukan data tersebut sesuai dengan yang seharusnya

sebagaimana  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis  yang telah  ada seperti

Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar

calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada



dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari

Pendamping  PKH. Keluarga  miskin  penerima  Kartu  Prakerja  dikeluarkan  dari

daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa

didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mengidentifikasi

keluarga  miskin  dan  rentan  untuk  diprioritaskan  menjadi  penerima  BLT-Dana

Desa. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana

Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh

desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil)

kabupaten/kota

Selanjutnya petugas/relawan melakukan kegiatan mentabulasi data

sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

3) Apakah data  dilakukan tabulasi  data? Jawab: Ya. Sesuai  dengan
mekanisme dalam buku petunjuk dan pelaksanaan data yang sudah
dhimpun dan di verifikasi akan di cek ulang untuk selanjutnya dilakukan
tabulasi untuk memudahkan proses selanjutnya. Sehingga data yang sudah
ditabulasi  akan memudahkan  dalam memberikan  informasi  akurat  yang
lebih rinci dan terukur (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat dengan jelas bahwa proses

tabulasi dilakukan oleh petugas/relawab dalam rangka pemenuhan kebutuhan

kualitas  data  dalam program BLT-DD tersebut,  sehingga akan didapatkan data

yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid.

Selanjutnya petugas/relawan melakukan kegiatan verifikasi  sebagaimana

hasil wawancara berikut ini:

4) Apakah  yang  dilakukan  petugas/relawan  dalam proses  verifikasi
syarat penerima BLT-Dana Desa? Pertama : Keluarga miskin penerima
PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-
Dana Desa. Kedua: Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan
dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Ketiga : Mengidentifikasi



keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-
Dana Desa. Keempat:  Melakukan verifikasi  status kependudukan calon
penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi  kependudukan
(adminduk) yang dimiliki  oleh desa. Hal itu kami lakukan setelah data
pendukungnya bebar/valid, karena setiap program bantuan apapun
bentuknya selalu menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat. Jadi setiap petugas/relawan melakukan pekerjaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengikuti peraturan yang ada.
(Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan bahwa

petugas/relawan dalam hal pelaksanaan tugasnya mengikuti prosedur dalam

proses pelaksanaan setiap kegiatan sesuai tahapan tahapan sebagai peraturan yang

ada. Seperti Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan

dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Kedua: Keluarga miskin penerima

Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Ketiga :

Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi

penerima BLT-Dana Desa. Keempat: Melakukan verifikasi status kependudukan

calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan

(adminduk) yang dimiliki oleh desa. Hal itu kami lakukan setelah data

pendukungnya bebar/valid, karena setiap program bantuan apapun bentuknya

selalu menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jadi setiap petugas/relawan melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku atau mengikuti peraturan yang ada. Sebab ditambahkan lagi bahwa kalau

ada tahapan yang diikuti atau tidak dilakukan akan berdampak pada hasil yang

mungkin akan merugikan petugas/relawan atau mungkin akan merugikan

masyarakat calon penerima.



Selanjutnya setelah dilakukan penyortiran sebagaiman langkah dan kriteria

diatas  maka langkah petugas/relawan selanjutnya  dapat  digambarkan dari  hasil

wawancara sehubungan dengan peran petugas/relawan dalam hal berikut ini:

5) Apakah Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19
memastikan kriteria khusus? Jawab : Ya, sebagaimana ketentuan yang ada
bahwa dalam program BLT-DD telah ditetapkan kriteria dan
persyaratannya, walaupun demikian ada ketentauan ketentuan khusus
bahwa Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan
keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga
lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
(Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

petugas/relawan  telah  melakukan  ketentuan  sebagaimana  aturan yang  ada  dan

memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus seperti agar dapat

memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga

lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.

Selanjutnya petugas/relawan melakukan tugas berikutnya sebagaimana

hasil wawancara berikut ini:

6) Apakah yang dilakukan petugas/relawan setelah melakukan
verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan
rentan? Jawab : Ya. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan
mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau
Gugus Tugas COVID-19 akan dan perlu mengambil foto dan
mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share
location) jika memungkinkan. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

dalam setiap melakukan aktivitas verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi

keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19



akan dan perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya

secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.

Selanjutnya  mengenai  data  calon penerima apabila  terdapat  kekurangan

apa langkah langkah yang dilakukan oleh petugas/relawan dalam mengantipasi

hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

7) Apa yang dilakukan petugas bila ditemukan keluarga miskin calon
penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK)? Jawab : Bila ditemukan keluarga miskin calon
penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya
kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya
dibuatkan  Surat  Keterangan Domisili.  Calon penerima  BLT-Dana Desa
yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan
diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan
atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
(Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

petugas/relawan melakukan langkah seperti petugas pendata mencatat dan

memberikannya  kepada kasi  pemerintahan  atau  petugas  khusus  di  desa,  untuk

selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana

Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan

diinformasikan ke petugas  adminduk di  desa jika ada,  atau ke kecamatan atau

langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

Selanjutnya apakah  yang  dilakukan  petugas/relawan  setelah  melakukan

verifikasi dan pendataan dapat diuraikan dari hasl wawancara berikut ini:

8) Apa yang dilakukan dari hasil verifikasi dan pendataan oleh
Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19? Jawab : Ya.Hasil
verifikasi  dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau
Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa. (Wawancara Senin 21
Maret 2022)



Dari hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa data hasil verifikasi

akan diserahkan kepada pihak desa selaku petugas inti dalam program BLT-DD,

sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat

untuk program tersebut.

Selanjutnya proses validasi dan penetapan hasil pendataan harus dilakukan

dalam rangka hasil akhir tersebut sebagai tergambar dari hasil wawancara berikut

ini:

III.Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses validasi dan penetapan hasil pendataan merupakan aktivitas

kegiatan yang dilakukan oleh petugas/relawan sebagaimana hasil wawancara

berikut ini:

1. Apakah yang lakukan setelah prosen verifikasi dan pendataan
selesai dilaksanakan? Jawab : Ya. Dalam hal kegiatan ini dapat saya
sampaikan bahwa Kepala Desa memfasilitasi  BPD untuk melaksanakan
musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan
pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait
penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. (Wawancara Senin 21 Maret
2022)

.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

petugas  /  relawan  melakukan  kegiatan  sebagaimana  petunjuk  pelaksanaan  dan

petunjuk teknis, sehingga proses ini biasanya berlangsung alot dan sangat hati hati

untuk menghindari  kekeliruan  dan kesalahan mengingat  akan berdampak pada

hasil akhir. Maka langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memfasilitasi

BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang

perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan



validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa merupakan

tindakan yang sifatnya positif.

Selanjutnya dilakukan wawancara tentang langkah selanjutnya dari kegiata

diatas sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

2. Apakah yang dilakukan setelah hasil musyawarah tersebut? Jawab:
Ya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD
menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan
pertama. (Wawancara Senin 21 Maret 2022)

Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut dapat  digambarkan  dengan  jelas

bahwa Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon

penerima  BLT-Dana  Desa.  Merujuk  kepada daftar  tersebut,  desa  menyalurkan

BLT-Dana Desa bulan pertama.

Selanjutnya tindakan apa yang dilakukan oleh petugas/relawan setelah

kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

3. Apakah yang dilakukan Kepala Desa/petugas/relawan setelah
menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa
yang sudah disahkan? Jawab : Ya. Kepala Desa menyebarluaskan daftar
calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat
baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat
yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan
website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi public.

Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut dapat  digambarkan  dengan  jelas

bahwa Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa

yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap

dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga

dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media

informasi publik.



Selanjutnya setelah dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat,

maka dilakukan proses menunggu koreksi atau keluhan dari masyarakat

sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

4. Apakah yang dilakukan Desa dan BPD, jika ada keluhan dari
masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa? Jawab :
Ya. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima
BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah
desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.
Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh
Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran
bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana
Desa harus sudah disahkan. (Hasan Patamani/Kades)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa hasil

penyebaran informasi kepada public bukan berarti bebas koreksi dari masyarakat,

karena  langkah selanjutnya adalah jika  ada keluhan dari masyarakat terhadap

daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi

musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali

Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus

memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Selanjutnya  tahapan berikutnya  adalah  daftar  calon  penerima dilakukan

langkah sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

5. Apakah yang dilakukan petugas/relawan setelah menetapkan
Daftar calon penerima BLT-Dana Desa? Jawab : Ya. Daftar calon
penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali
Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua,
desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah
disahkan.



Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa

daftar  calon penerima terdapat  langkah berikutnya yaitu  daftar  calon penerima

BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat

diwakilkan ke Camat.  Untuk penyaluran bulan ke dua,  desa harus memastikan

bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

4.3. Pembahasan

Selanjutnya peneliti akan membahas hasil wawancara tersebut

sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut :

I. PROSES PENDATAAN

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa

Piloliyanga dimana Kepala Desa selaku pimpinan telah menyiapkan data

sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas

datu relawan yang dipercayakan untuk mendata setiap anggota masyarakat yang

memiliki potensi berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti

profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan

disabilitas. Langkah selanjutnya pihak desa telah membentuk tim atau petugas /

relawan yang dibekali dengan surat tugas sebelum mereka bertugas di lapangan

dalam rangka mendata sehubungan dengan program BLT-DD tersebut,  dimana

petugas yang sudah dilengkapi diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan

sebagaimana mestinya. Petugas atau relawan yang ditugaskan untuk

melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya

dengan perangkat desa, dasa wisma dan tokoh masyarakat lainnya. Dimana



Kepala Desa telah menetapkan jumlah petugas untuk setiap titik lokasi (dusun)

dalam melaksanakan tugas tugas dimaksud. Jumlah pendata sesuai dengan

ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih harus bersipat ganjil. Jumlah

petugas/relawan secara keseluruhan adalah 25 orang yang terbagi dalam 5 dusun

artinya setiap dusun ada 5 orang pendata, dengan kata lain bahwa selain

penentuan petugas juga telah ditetapkan jumlahnya sesuai  kebutuhan yang ada

baik kegiatan maupun anggaran.

Selanjutnya  petugas  yang sudah ditugaskan ke lapangan untuk mendata

potensi masyarakat yang berhak, telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT-

DD yang mana setelah dihimpun secara keseluruhan maka akan dilanjutkan untuk

di input ke aplikasi di komputer/digital. Dan selanjutnya pelaksanaan pendataan

atau kegiatan apapun pasti ada tantangan dan hambatannya bahwa beberapa

hambatan dalam proses pendataan antara lain masih ada beberapa anggota

penduduk yang belum lengkap data  kependudukannya,  selain  dari  itu  rata  rata

penduduk desa piloliyanga bermata pencaharian sebagai petani sehingga pada saat

petugas pendata datang mereka umumnya ada di kebun atau ladang bahkan dalam

momen tertentu mereka harus bermalam di lokasi kebun/ladang. Dengan demikian

dalam proses pendataan dilapangan petugas/relawan selain telah diberikan surat

tugas dan dilengkapi dengan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk

memudahkan  pelaksanaan  kegiatan sebagaimana  petunjuk  teknis  dan  petunjuk

pelaksanaan.  Jadi  dalam hal  proses pendataan pemerintah desa/petugas/relawan

telah melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya,  dengan kata telah berjalan

dengan cukup baik.



II. PROSES KONSOLIDASI DAN VERIFIKASI

Berdasarkan hasil  wawancara terdahulu setelah proses pendataan selesai

maka petugas/relawan melakukan pengumpulan/menghimpun data sesuai dengan

zona dan kriteria tertentu.  Dan selanjutnya petugas/relawan melakukan langkah

verifikasi secara detail dan terinci dimana setelah hasil verifikasi tidak ditemukan

kesalahan maka dilakukan konsolidasi dengan data dan petugas lainnya dan

mensingkronkan, yaitu mengeluarkan calon penerima BLT-DD apabila Keluarga

miskin  masuk kategori  penerima  PKH atau  penerima  BPNT,  Keluarga  miskin

penerima Kartu Prakerja. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk

diprioritaskan  menjadi  penerima  BLT-Dana  Desa. Melakukan  verifikasi  status

kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi

kependudukan (adminduk). Selanjutnya petugas mentabulasi data untuk

pemenuhan kebutuhan kualitas  data  dalam program, sehingga akan didapatkan

data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid.

Proses penyortiran telah dilakukan oleh petugas/relawan telah

sebagaimana aturan yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat

prioritas/khusus seperti agar dapat memastikan keluarga miskin dan rentan seperti

perempuan  kepala  keluarga,  warga  lanjut  usia,  penyandang disabilitas  menjadi

prioritas/ tidak boleh terlewat. maka petugas/relawan setelah melakukan verifikasi

keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan akan dan perlu

mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan

digital (share location) jika memungkinkan.



Selanjutnya data calon penerima apabila terdapat kekurangan seperti

ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki

Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan

memberikannya  kepada kasi  pemerintahan  atau  petugas  khusus  di  desa,  untuk

selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana

Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan

diinformasikan ke petugas  adminduk di  desa jika ada,  atau ke kecamatan atau

langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

Dan hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh petugas/relawan

kepada Kepala Desa, selaku petugas inti dalam program BLT-DD, sehingga

dengan demikian  pemerintah  desa  memiliki  data  yang benar  dan akurat  untuk

program tersebut.

III. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses validasi dan penetapan hasil pendataan merupakan aktivitas

kegiatan berikutnya  dimana petugas/relawan melakukan  kegiatan  sebagaimana

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga proses ini biasanya

berlangsung alot dan sangat hati hati untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan

mengingat akan berdampak pada hasil akhir. Maka langkah yang dilakukan oleh

Kepala  Desa  dalam memfasilitasi  BPD untuk melaksanakan  musyawarah desa

khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait

untuk membantu  verifikasi  dan  validasi  data  terkait  penentuan calon  penerima

BLT-Dana Desa merupakan tindakan yang sifatnya positif.



Selanjutnya dilakukan musyawarah, Kepala Desa dan BPD

menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk

kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. Kepala

Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah

disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun

dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat

memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi

publik.

Setelah dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, maka

dilakukan proses menunggu koreksi atau keluhan dari masyarakat. Jika ada

keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka

desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk  membahas keluhan

tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa

dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat.

Untuk penyaluran  bulan  ke dua,  desa  harus  memastikan bahwa data  penerima

BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Selanjutnya daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan

disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk

penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana

Desa harus sudah disahkan.



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Proses pendataan telah berjalan sesuai prosedur dengan mengikuti petunjuk teknis

dan petunjuk pelaksanaan dimana Kepala Desa selaku pimpinan telah

menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan

menugaskan petugas/relawan. Membentuk tim atau petugas  /  relawan yang

dibekali dengan surat tugas. Melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan

dalam musyawarah. Telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT-DD. Ada

tantangan dan hambatannya ada beberapa anggota penduduk yang belum

lengkap data kependudukannya. Petugas/relawan telah diberikan surat tugas

dan dilengkapi dengan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk

memudahkan pelaksanaan kegiatan .

2. Proses konsolidasi dan verifikasi telah dilakukan petugas/relawan secara detail

dan  terinci mensingkronkan,  yaitu  mengeluarkan  calon  penerima  BLT-DD

apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Petugas mentabulasi

data untuk pemenuhan kebutuhan kualitas data dalam program, sehingga akan

didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid. Proses

penyortiran  telah  dilakukan  oleh  petugas/relawan  telah  sebagaimana  aturan

yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus.

Apabila  terdapat  kekurangan data  pendukung dan kriteria,  petugas  pendata

mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus

di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Hasil



verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh petugas/relawan kepada

Kepala Desa, selaku petugas inti dalam program BLT-DD, sehingga dengan

demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program

tersebut.

3. Proses validasi dan penetapan hasil pendataan, merupakan aktivitas kegiatan

berikutnya proses ini biasanya berlangsung alot dan sangat hati hati. Kepala

Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus terkait

penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Kepala Desa dan BPD

menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dan

menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama, dengan terlebih dahulu Kepala

Desa  menyebarluaskan  daftar  calon  penerima  BLT-Dana Desa  yang sudah

disahkan kepada masyarakat. baik melalui tempat-tempat yang strategis dan

mudah dijangkau juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem

Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari

masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa

bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan

tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa

dilaporkan  dan  disahkan  oleh  Bupati/Wali  Kota,  atau  dapat  diwakilkan  ke

Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data

penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.



5.2. SARAN

1. Disarankan agar dapat lebih disempurnakan mekanisme dan prosedur proses

pendataan walaupun telah berjalan sesuai prosedur dengan mengikuti petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan dan disarankan pula Kepala Desa lebih

proaktif dalam proses menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk

setiap periode dengan menugaskan petugas/relawan yang lebih banyak.

Disarankan untuk membentuk tim atau petugas / relawan yang lebih solid dan

meningkatkan musyawarah. Disarankan untuk menyempurnakan formulir

khusus BLT-DD agar tantangan dan hambatannya dapat diatasi dengan lebih

baik. Disarnkan pulan untuk lebih ditingkatkan peralatan pendukung dimana

hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.

2. Disarankan untuk lebih ditingkatkan dan disempurnakan proses konsolidasi

dan verifikasi oleh petugas/relawan dalam merinci dan mensingkronkan data

yang ada. Disarankan pula agar lebih selektif pada saat mengeluarkan calon

penerima  BLT-DD apabila  tidak  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditentukan.

Disarankan pula  agar  petugas/relawan  dalam mentabulasi  data  untuk lebih

teliti dan selektif sehingga kebutuhan kualitas data dalam program terpenuhi

dengan baik, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi

persyaratan/kriteria yang benar/valid dan proses penyortiran telah dilakukan

oleh petugas/relawan telah memperhatikan ketentuan yang bersifat

prioritas/khusus. Disarankan pula untuk lebih teliti agar apabila terdapat

kekurangan data pendukung dan kriteria, petugas pendata mencatat dan segera

memberikannya kepada kasi pemerintahan dan disarankan untuk lebih proaktif



pada hasil verifikasi dan pendataan  sehingga dengan demikian  pemerintah

desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.

3. Disarankan agar lebih selektif dan teliti dalam proses validasi dan penetapan

hasil pendataan, disarankan untuk lebih komunikatif dalam mana Kepala Desa

memfasilitasi BPD melaksanakan musyawarah desa khusus terkait penentuan

calon penerima BLT-Dana Desa. disarankan pula agar Kepala Desa dan BPD

menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dan

menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama secara terbuka dengan terlebih

dahulu Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa

yang sudah disahkan kepada masyarakat. Disarankan pula untuk menambah

tempat-tempat yang  strategis dan mudah dijangkau secara manual dengan

tetap dapat memanfaatkan  website  desa atau Sistem Informasi Desa sebagai

media informasi publik.  Disarankan pihak desa/petugas/relawan untuk lebih

banyak menyediakan waktu dan tempat dalam menerima keluhan dari

masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, dengan

senantiasa memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut

dan menyepakati solusinya. Disarankan pula agar penetapan Daftar calon

penerima BLT-Dana Desa segera dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali

Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat sehingga untuk penyaluran bulan ke

dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus

sudah disahkan.
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